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Banyak perusahaan pelayaran ataupun perusahaan yang bukan bergerak dalam bidang pelayaran
membutuhkan kapal laut untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Salah satu cara pengadaan kapal laut
adalah dengan mengajukan permohonan kredit kepada bank dengan memberikan jaminan bagi pelunasan
hutang yaitu berupa kapal laut tersebut. Dalam hal ini maka akan diuraikan mengenai penjaminan kapal laut
dalam suatu perjanjian kredit. Sebagai studi kasus adalah di Bank Mandiri yang dalam hal ini bertindak
sebagai Kreditur dan PT. X yang dalam hal ini adalah- sebagai Debitur. Pokok permasalahan dalam
pembahasan ini adalah apakah |lembaga jaminan yang tepat apabila kapal laut akan dijadikan sebagai
jaminan hutang dalam suatu perjanjian kredit, Bagaimana proses penjaminan kapal laut dalam suatu
perjanjian kredit di Bank Mandiri dan Bagaimana pelaksanaan pelaksanaan sita eksekusi terhadap kapal laut
yang telah dijadikan sebagai jaminan dalam pelunasan suatu hutang di PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.
apabila Debitur wanprestasi.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis
dan wawancara. Dari pokok permasalahan yang diambil dalam penulisan ini maka Penulis mengambil
kesimpulan bahwa kapal laut merupakan benda tidak bergerak sehinggajaminan yang dapat dibebankan
terhadap kapal laut tersebut adalah hipotik. Bank Mandiri dapat memasang hipotik terhadap kapal laut
tersebut berdasarkan akta Surat Kuasa Memasang Hipotik yang ditandatangani di hadapan Notaris antara
Bank Mandiri selaku pihak yang menerima kuasa dengan PT. X selaku pihak yang memberi kuasa.
Pembebanan hipotik harus didaftarkan dalam buku pendaftaran hipotik kapal oleh pegawai pendaftaran
kapal. Pelaksanaan sita eksekusi apabila Debitur wanprestasi diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang
Negara karena Bank Mandiri merupakan bank milik negara yang ditetapkan apabila Debitur wanprestas
maka secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagih dan pelaksanaan sita eksekusi akan dialihkan
kepada Panitia Urusan Piutang Negara tanpa melaui pengadilan.
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